T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
INIT KERJA : PROCUREMENT & LOGISTIC OPERATION DIVISION]

PEMBELIAN : BRI PO Eksplts & Jasa |
NOMOR SPK SAP : 4300003398-PLO/IGPIPTT/0212024 | “TANGGAL SPK: ( 15 Februari2024 ) |
PERUSAHAAN [|lPT. Abdi Jaya Integra
< Sahid Sudirman Center Lt 11
4 ALAMAT PERUSAHAAN 1U. Jendral Sudirman 86.
yg Jakarta Pusat, 10220
sl (NO. TELP / FACSIMILE |{+622180631639
[SURAT PENAWARAN _ |[JlQuorpH/0178/A0x12023 TANGGAL [ : [l30 November 2023
Berdasarkan penawaran tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia
Persero) Tbk (selanjutnya disebut BRI), menugaskan PT. Abdi Jaya Integra (selanjulnya disebut
PELAKSANA PEKERJAAN) untuk syarat dan kondisi sebagai berikut
JENIS PEKERJAAN It ] Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division
DETAIL BARANG [T Plantronics Poly Blackwire C5210
JUMLAH / UNIT BARANG | - | 20 (dua puiuh) Unit
HARGA SATUAN Rp.1.850.370.-
TOTAL NILAI - Rp.37.007.400,-
# TIGA PULUH TUJUH JUTA
TUJUH RIBU EMPAT RATUS
RUPIAH #
DETAIL BARANG | | Plantronics HIS
JUMLAH / UNIT BARANG _| - | 250 (dua ratus ima Unit
HARGA SATUAN Rp.596.070.-
TOTAL NILAI | Rp.149.017.500,-
# SERATUS EMPAT PULUH
SEMBILAN JUTA TUJUH
- BELAS RIBU LIMA RATUS
RUPIAH #
DETAIL BARANG | :| Plantronics HW510
JUMLAH / UNIT BARANG _| - | 250 (dua ratus lima puluh) Unit
HARGA SATUAN | Rp.1.688.310,-
TOTAL NILAI [ Rp.422.077.500,-
# EMPAT RATUS DUA PULUH
DUA JUTA TUJUH PULUH
TUJUH RIBU LIMA RATUS
UPIAH #
DETAIL BARANG | -| Avaya J179 + Adapter
JUMLAH / UNIT BARANG _| - | 250 (dua ratus lima Unit
HARGA SATUAN Rp.6.168.270.
TOTAL NILAT - Rp.1.542.067.500,- [
# SATU MILIAR LIMA RATUS
|| EMPAT PULUH DUA JUTA
ENAM PULUH TUJUH RIBU
LIMA RATUS RUPIAH #

= TRl

{Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali BRI) atau)
iperusahaan asuransi kerugian, dengan nitai jaminan sebesar 5% dari total nilai pekerjaan atau sebesar|
|Rp.107.508.495,- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

\dengan jangka waktu 90

Puluh) hari kalender sejak tanggal SPK.

Perangkat Headset
Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali BR!) atau)
perusahaan asuransi kerugian, dengan nilai jaminan sebesar 5% dari total nilai pekerjaan atau sebesar|
Rp.30.405.120,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dengan jangka waktu/
24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak tanggal Serah Terima Barang,

Perangkat Avaya

Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali BRI) ataul
perusahaan asuransi kerugian, dengan nilai jaminan sebesar 5% dari total nilai pekerjaan atau sebesar
Rp.77.103.375,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan
jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal Serah Terima Barang. |

Seluruh dokumentasi dan surat menyurat terkait dengan proses pengadaan barang yang menjadi objek
yang dipersyaratkan baik sebelum dan sesudah diterbitkannya SPK ini merupakan satu kesatuan dengan
dokumen ini.

Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa harga final yang diberikan ke BRI merupakan harga terbaik bagi
BRI

N

il wajib i SPK ini di atas materai Rp.10.000,- beserta lampirannya dan
mengembalikan kepada BRI beserta Pakta Integritas, Jaminan Pelaksanaan dan Asli Form TKDN. Apabila
Pelaksana Pekerjaan tidak mengembalikan SPK, Pakta Integritas, Jaminan Pelaksanaan dan Asli Form
TKDN maka SPK ini menjadi batal.

SPK ini mulai berlaku dan mengikat BRI dan Pelaksana Pekerjaan sejak tanggal diterbitkannya SPK.

Seluruh jajaran BRI tidak diperkenankan menerima dari dan/atau meminta kepada Pelaksana Pekerjaan

dalam bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, baik pada saat ini

maupun saat yang akan datang, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah

ditentukan dalam SPK ini.

Pelaksana Pekerjaan dilarang untuk j P dalam bentuk apapun kepada

BRI, baik yang berkaitan langsung maupun tidak fangsung dengan SPK ini, baik pada saat ini maupun saat

yang akan datang, diluar dari biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan

dalam SPK ini

. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari Pelaksana Pekerjaan kepada jajaran BRI yang
terkait langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini yang tidak seharusnya dilakukan menurut

o s

o
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syarat perjanj dan/atau hukum yang berlaku, maka BRI berhak melakukan
ulang atas ji ini.

8. rjaat jan bahwa ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam
p ¥ prinsip p i Good Corporate Governance (GCG) dan
bebas dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan segala bentuk penyimpangan/ kecurangan
berupa i i harga baik (mark up) maupun mengurangi (mark down), proyek ﬁkm‘

pemaisuan identitas Pelaksana Pekerjaan, dan di bawah i i itas yang
i tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Apabila di ian hari p

GRAND TOTAL NILAI

Rp.2.150.169.900,-

# DUA MILIAR SERATUS LIMA

PULUH JUTA SERATUS ENAM
PULUH SEMBILAN RIBU

| | SEMBILAN RATUS RUPIAH #

*) harga tersebut sudah termasuk PPN dan pajak-pajak yang berlaku.

CATATAN . hasil i Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC
Division pada tanggal 06 Februari 2024, untuk memenuhi permintaan Divisi PLM melalui Nota
Dinas No. B.2991.e-PLM/SAS/PRO/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

PERINCIAN
PENUGASAN

1. Melakukan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dengan rincian sebagai berikut

2. Garansi Perangkat Plantronics 2 (dua) tahun, Avaya + Adapter 1 (satu) Tahun sejak Berita Acara Serah
Terima Barang, franco Jakarta.

3. Ruang lingkup pekerjaan lainnya sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Permintaan Penawaran
Harga (SPPH) No. B. 5262.e-PLOAGP/PTT/11/2023 tanggal 28 November 2023 |

|| Metakukan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dengan rincian sebagal berikut
| 1. Plantronics Poly Blackwire C5210 |
1% Sebanyak 20 (dua puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbit SPK: |
i 2. Plantronics HW510

- Sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbit SPK
3. Plantronics HIS
| - Sebanyak 197 (seratus sembitan puluh tujuh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbit SPK.
| - Sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terbit SPK.
4. Avaya J179-1A + Power Adapter 5V 1600 Series IP Deskphone European Plug Level VI

- Sebanyak 50 (lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbit SPK.

|l - Sebanyak 200 (dua ratus) unit paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbit SPK.

JANGKA WAKTU

|| 1. Pembayaran dilakukan 100% secara proporsional sesuai jumiah barang yang diserahterimakan, dibuktikan 1

Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh BRI (dalam hal ini Divisi PLM dan/atau |

| Divisi PLO) dan Pefaksana Pekerjaan. |

2 Pembayaran oleh BRI melalui bank transfer selambat-lambatnya dilakukan 21 (dua puluh satu) hari keqa‘
seluruh

sejak yang dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan secara
. Dokumen pembayaran tersebut sebagai berikut |

a. Tagihan (invoice) resmi dari Pelaksanan Pekerjaan rangkap 3 (tiga) yang aslinya bermaterai cukup. |

b. e-Faktur standar pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap. i

c. Berita Acara yang di dalam Cara tersebut di atas

d.

e

f

Asli Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani |
Asli Form informasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Kontrak atau Perjanjian kerja sama yang telah di i oleh BRI dan jaal
3. Kecuali i _lain, setiap yang diterima Pelaksana Pekerjaan dikenakan Pajak
Penghasilan sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal BRI melakukan
Pajak il i jaan dapat meminta bukti pemotongannya
k kepada BRI
4 Tagihan (invoice) harus ditakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Berita Acara Serah Terima Barang.
| apabila melewati jangka wakiu tersebut maka i akan denda sebesar 2%
yang 5% (lima persen) dari nilai yang

(dua per mil) per hari dari j

ditagihkan.
5. Dalam BRI mata uang Rupiah. {
f
6 Semua pembayaran dilakukan melalui FSO Team — FMA Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia |
(Persero), Tbk. di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta, dengan cara transfer dan atau |
ke rekening Pekerjaan yang terdapat di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat |

Indonesia (Persero) Tbk.

AL 1= 3/“* AR

Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Govemnance) serta dalam
rangka Sistem j Anti P (ISO 37001:2016) di lingkungan PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk dengan ini disampaikan bahwa seluruh Pekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia
S i untuk tidak dan/atau meminta gratifikasi/suap dalam bentuk apapun

, Tbk
:hn selm"un Penyedia Barang/Jasa. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun baik yang berkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, diluar biaya-biaya atau yang
secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan

yang berlaku di BRI

PT. ABDI JAYA INTEGRA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

SYAFRI RAKHMA' MUHAMMAD IKHTIARSO
DIVISION HEAD DEPARTMENT HEAD

Pelaksana Pekerjaan.

e [ | bt

Pelarosny .




Pasal 1
Ketentuan Umum
Dalam Ketentuan dan Persyaratan Umun SPK
Pengadaan Barang ini yang dimaksud dengan:
1.Request For Proposal (RFP) atau Rencana Kerja
permintaan

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

2. Besarnya nilai jaminan sesuai atau tidak kurang
dani nilai nominal yang dipersyaratkan dalam
dokumen pengadaan.

dokumen TOR 3tau KAK ini dipersiapkan oleh

Dasar Perjanjian

PT. Bank Rakyat Indonesa (Persero) Thk.
(selanjutnya disebut “BRI") memberikan tugas
kepada Pelaksana Pekerjaan dan * Pelaksana
Pekerjaan menerima tugas pengadaan Barang
sesuai SPK.

Pemerintah di bidang moneter yang
dilkuti dengan peraturan penyesusian harga dan
ata biaya bagi pekerjaan

/pembelian
Pasala
Pemeriksaan Barang/Jasa
1. Terhadap Barang yang akan diserahkan oleh
Pekerjaan BR terlebih dahulu

bukaniah merupakan suatu bentuk penyerahan
danfatau  pengalihan atas HAKI tersebut,
m/m« sebagai opsi untuk kepemilikan HAKI

xqmwun salah satu pihak atas HAKI yang
‘perjanjian ini akan tetap

pecjanjian ini yang dapat dianggap 3tau
diinterpretasikan sebagal suatu pengalihan HAKI
" tersurat.

berwenang
kepada pihak lain.
4.Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan

pekerjaan.

5.Pada saat SPK ditandatangani, anggaran dasar
Pelaksana  Pekerjaan  dan
perubshannya adalah sebagaimana telah
diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu
pembuatan komparisi SPK ini. Pelaksana
Pekerjaan menjamin tidak ada aka lain yang
berisikan  perubahan  anggaran  dasar
perusahaannya.

G.Seluruh  dokumen, keterangan, data dan
informasi yang telah dan akan diserahkan
nhh:m Pekerjaan kepada BRI adalah lengkap

7se|nol nunu Pelaksana Pekerjaan sudah
yang disyaratkan BRI untuk
muum

Pasal 8
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Apabila dalam jasa yang disediakan Pelaksana
Pekerjaan terkandung Suatu Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAK), maka BRI dan Pelaksana

3.MAKI yang digunakan sepenuhnya terbebas dari
segala hukum.

. Pelaksana
PERTAMA dari segala kerugian
atau tuntutan yang timbul dari penggunaan HAKI
tersebut.
uuu- dalam penggunzan barang/jasa tersebut
tuntutan berkaitan  dengan
m HAK, mm
a) Atas  beban Pelaksana Pekerjaan,
penggunaan HAKI tersebut oleh BRI tetap
dapat diteruskan; dan
b) Pelaksana Pekerjaan wajib mengusahakan
lisensi sehingga penggunaan HAKI dimaksud
tetap dapat beslangsung

2.pelaksana  Pekerjaan  dilarang  untuk
memberikan/menjanjikan pemberian alam
beatuk apapun kepada BRI, baik yang berkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan
Perfanjian Kerjasama ini, balk pada saat ini
maupun sast yang akan datang. diksar dari
biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang.
== jelas telah ditentukan dalam Perianfan

3mm terdapat pemberian dalam bentuk
‘apapun dari Pelaksana Pekerjaan kepada jajaran
BRI yang terkat langsung maupun tidak

syarat perjanjan dan/atou ketentuan hukum
yang bertaku, maks BRI berhak melakukan

Pelaksana  Pekerjgan  menjemin  babwa
penunjukan ybs. sebagal pelaksana pekerjaan
dan dalam ‘melaksanakan pekerjaan
mengedepankan prinsip

Corporate Governance (GCG) dan bebas dari
unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan

segala  bentuk  penyimpangan/kecurangao
berupa manipulasi harga baik penggelembungan
(mark up) maupun mengurang! (mark down),

pemalsuan identitas Pelaksana

PT.Abdi Jaya Integra

Sahid Sudirman Center Lt 11
Ji.Jendral Soedirman 86
Jakarta Pusat 10220
Indonesia

Phone : +62 2180631639

. . SELF ASSESSMENT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGER!

Nama Penyedia Barang : PT ABDI JAYA INTEGRA

Alamat : Sahid Sudirman Center LI 11, Suite A, JI. Jend. Sudirman 86,
Jakarta Pusat 10220
Hasil Produksi 3
Plantronics HW510
Plantronics HIS Cable

Plantronics Poly Blackwire 5210,C5210,USB-A HEADSET

1179 1P PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY

:LOJ(J;ER ADAPTER 5V 1600 SERIES IP DESKPHONE EUROPEAN

LEVEL VI
Jenis Produk : Headset dan Telset
spesifikasi
Standar
PENILAIAN OLEH
PRODUSEN
Biayaper1 ]muﬁ satuan produk e |
Uraian Biaya KDN Blaya KLN }'
(Komponen
o~ (Komponen BiayaTotal | %TKDN
= LuarNegeri)
_\ Negeri)

Plantronics HW510 Rp 422,077,500 | Rp 422,077,500 0%

Plantronics HIS Cable Rp 149,017,500 | Rp 149,017,500 0%

Plantronics Poly Blackwire

5210,05210, Rp 37,007,400 | Rp 37,007,400 0%

USB-A Headset

1179 IP Phone Global No

Power Supply with POWER

ADAPTER 5V 1600 SERIES

iP DESKPHONE EUROPEAN Rp  1,542,067,500 | Rp  1,542,067,500 %

PLUG

LEVEL VI

Total Biaya Produksi Rp 2,150,163,900| Rp  2,150,169,900 0% B
Pencapaian Nilai TKDN di atas sendiri (self oleh PT ABDI JAYA INTEGRA.

Dinyatakan Oleh :
Jakarta, 27 Februari 2024

Direktur Utama

Pasal 10

Kerahasiaan
1. Pelaksana Pekerjaan wajib melindungi dan

wanprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu
atau lebih hal-hal yang tersebut di bawah ini:
a.Pernyataan atau jaminan yang diberikan
Pelaksana Pekerjaan dalam SPK atau dokumen
lain ternyata tidak benar atau tidak sesuai
dengan kenyataan yang sebenarnya.
b.Tanpa persetujuan tertulis dari BRI, secara
langsung  atau tidak langsung Pelaksana
Wmmmmm

4.Dalam hal SPK ini diakhiri sebagaimana
dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tersebut di atas,

berakhir.
5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal

. Pelaksana Pekerjaan terlambat melaksanakan

kepada yang ditetapkan
pmlbmumuupu-wawww dalam SPK ini. Penyelenggaraan Jasa (T yang terkait kegiatan
Pelaksana Pekerjaan yang terlibat langsung dan  d.Pelaksana tidak  dapat operasional BRI
vamum menyelesaikan persoalan dan atau melakukan Pasal 18
3. Peloksana Pekerjaan wajib melakukan segala perbaikan yang menjadi
tindakan yang diperiukan untuk mencegah e.Pelaksana tidak dapat memenuhl Semua korespondens yang Derkaitan dengan
kemungkinan terjadinya kelaldian dan atau salah 53w atau lebh kewajban-kewajbannya  perjanjan dan atau dokumen kainnya dilakukan
& o SPK ini.

4 Pelaksana  Pekerjpan  menjamin  dan

demikian  terjadi, Pelaksana  Pekerjaan
membebaskan BRI dan dengan mau

2.Apabila Pelaksana Pekerjaan  melakukan
‘wanprestasi atau lalai, maka tanpa mengurangi
lainnya  untuk

PT. Mklmlmtmm]m
Procurement & Logistic Operation Division
Brifian Lt 2 Center

surat pemberitahuan secara tertulis
Pelaksana Pekerjaan dan BRI tidak dikenakan
i bebs

Pelaksana Pekerjaan
mhmmmmmuw:
lainnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk

penunjukan harus
persetujuan tertulis dari BRI dengan tidak
mengurangi  tanggung  awab  Pefsksans
Pekerjaan kepada BRI berdasarkan SPK ini.

6. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai
Kerahasiaan ini akan tetap berlaku seterusnya
meskipun SPK ini telah berakhic karena sebab

oleh pemerintah  {“Force

2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam
Sutic 1 diatas ini salah satu pihak tidak dapat
melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang
bersangkutan wajib msniuium pihak yang
ain secara tertulis keadaan-keadaan
tersebut datam waktu 7 uum; hari kalender
setelah terjadinya Force Mojeure itu dengan
melampirkan  surat mmon resmi  darl
pejabat yang berwenar

3. Pihak_yang mnuum Force Mojeur harus
melaksanakan kembali kewajibannya sesuai
dengan SPK paling lambat 7 hari kalender
setelah Force Majeur berakhir.

Pasal 12
dan Sanksi

1.Ada atau tidak surat teguran dari BRI, Pelaksana

Pekerjasn dianggap telah  melakukan

et (W]

3.Adanya wanprestasi atau kelalaian Pelaksana

kewajiban atau pernyataan jaminan Pelaksana
nlevhan yang tercantum/ditetapkan dalam

mengenakan sanksi sesusl

rsyaratkan atay menuntut ganti rugi sebesar
5% (ima persen)  dari nilai SPK ini.
Keterlambatan pekerjaan dari wakiu
yang telah ditentukan maka Pelaksana Pekerjaan
akan dikenakan denda sebesar 2%o (dua per mil)
sehari dari jumiah/nitai yang dikirim
maksimum 5% (ima persen) dari nilai SPK ini.
Syarat dan ketentuan ini tidak berlaku apabita
keterlambatan  penyerahan  pekerjaan
disebablan karena kondisi force majeur dan atau
bukan disebabkan karena kelalaian Pelaksana
Pekerjaan.

Pasal 13

P

18R berhak menunda dan/atau mengakhiri
seluruh atau sebagian SPK secara sepihak
apabila Pelaksana Pekerjaan terlambat atau
tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih

2 lll w berhak mengakhirl SPK secara sepihak
sebelum jangka waktu berakhirmya SPK apabila
terdapat permintaan Bank Indonesia dalam

BRI akibat
dalam butir 1 di atas ditanggung oleh Pelaksana
Pekerjaan.

11. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A
Telepon: (021) 80825000
Pasal 15

Lain-tain
1. Hakhai yang belum atau belum cukup diatur
dalam SPK ini maupun perubahan yang peru
dilakukan terhadap SPK ini akan diatur
kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak

1 perbedaan
antara ketentuan yang satu dengan ketentuan
yang lain atau antara dokumen yang satu
anmbnmnnm
sepakat bahwa BRI adaiah satu-satunya pihak
yong berhak memutuskan ketentuan mana akan
diberiakukan. Keputusan BRI tersebut wajb
kepada Pelaksana Pekerjaan

2, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap

@Ji; TA A INTEGRA

PROVINS! DKI JAKARTA
3210223707920093




PERJANJIAN
ANTARA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thk
DENGAN
PT ABDI JAYA INTEGRA
TENTANG
PENGADAAN HEADSET DAN TELP SET AVAYA UNTUK SCC DIVISION

NOMOR  : 180.K-PLO/PSR/LEG/02/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-02-
2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara

SYAFRI RAKHMAT, selaku Division Head F & Logistic Of Division Kantor Pusat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam
tersebut Direksi Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor 2015-
DIR/PLM/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023, oleh karena itu Dasar f
yang dimuat dalam Akta Nomor 3 Bnggal 09 Maret 2021 yang dibuat dlhadlpan Fathiah Helmi, SH
Notaris di Jakarta telah F Dasar dari Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam
Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dlbum dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di
Jakarta dan telah Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan HAM Rl Nomor AHU-AH 01 03—0457763 hnmll 07 Oktober 2021, bertindak untuk
dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
ANGGA PRISTIANA, selaku Durek!ur Utama PT Abdi Jaya Intagm dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut yang sah terakhir yang dimuat
dabm Akta No. 38tanma| 17 Deumbe{ 2021 yang dibuat oleh Edl Priyono, S.H., Notaris di Jakarta
Pusat, yang telah Data F dari Menteri
Hukum dan HAM RI tanggal 14 Januari 2m Nomor AHU-AH 01.03- 0030775, bertindak untuk dan
atas nama PT Abdi Jaya Integra yang di Sahid i Center Lantai 11, Jalan Jendral
Sudirman 86, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA”.

disebut PARA

PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A

B.

C.

D.

Bahwa dalam ram memenuhi kebutuhan Headset dan Telp set AVAYA, PIHAK PERTAMA telah
Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dan PIHAK

KEDUA meng|k\m pengadaan

B

tersebut.

ahwa berdasarkan Surat Penawaran PIHAK KEDUA No. QUO/DH/0178/AJI/XI/2023 tanggal 30
November 2023 telah dilaksanakan rapat kiarifikasi dan negosiasi pada tanggal 06 Februari 2024 yang
dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. B.145.BA-PLO/IGP/PTT/02/2024 dan
PIHAK KEDUA telah menyetujui hal-hal terkait Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC
Division.
Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerbitkan Surat Perintah Keria No. 4300003398-
PLONGP/PTT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksana pekerjaan
Pengadaan EDC Tahun 2023 Tahap Il (sehn)utnyn disebut “SPK").
Bahwa PIHAK KEDUA telah bersedia dan berjaniji untuk melaksanakan tugas-tugas yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian
Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division yang selanjutnya disebut sebagai
“Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
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PASAL 3

Jan_gka'waktu pekerjaan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division adalah sebagai

1.1. Plantronics Poly Blackwire C5210 sebanyak 20 (dua puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sejak tanggal S|

1.2. Plantronics HW510 sobanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sejak tanggal SPK.

1.3. Plantronics HIS sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sejak tanggal SPK dan sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak tanggal SPK

14. Avaya J179-IA + Power 5V 1600 Series IP Deskphone European Plug Level VI sebanyak
50 (lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal SPK dan sebanyak 200
(dua ratus) unit paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal SPK.

PIHAK KEDUA waijib melaksanakan seluruh bagian pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditetapkan. Jangka waktu pekerjaan tersebut hanya dapat diperpanjang apabila disetujui oleh PARA

PIHAK. Koeudl ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, perpanjangan jangka waktu tidak

nilai jaan yang telah di dalam SPK dan atau Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA telah Y i seluruh dengan di Berita Acara/Dokumen

yang k jaan telah selesai dan dif g i oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

Nilai pekerjaan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division disepakati dan ditetapkan
sebesar Rp2.150.169.900,- (dua miliar seratus lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah) sudah termasuk PPN dan pajak-pajak yang berlaku dengan rincian sebagai
berikut :
Jumilah Harga Satuan
il Barai Total Nilai
- @ Barang ®Rp) A
1 Plantronics Poly Blackwire C5210 20 unit 1.850.370 37.007.400
2 | Plantronics HIS 250 unit 596.070 149.017.500
3 | Piantronics HW510 250 unit 1.688.310 422.077.500
Avaya J197-1A + Power Adapter 5V 1600 2
4 Series IP D E Plug Level VI 250 unit 6.168.270 1.542.067.500
Grand Total 2.150.169.900

Nilai pekerjaan uwsebul adcllh tetap dan tidak berubah (fixed price). PARA PIHAK sepakat untuk tidak
ian harga apapun meski terjadi perubahan biaya tenaga kerja,
biaya transportasi, ataupun seblb—sebab lain kecuali adanya ketentuan Pemerintah di bidang moneter
yang diikuti dengan peraturan penyesuaian harga dan atau biaya bagi pekerjaan pemborongan atau
pembelian Pemerintah.

Dalam hal terjadi dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini, maka penyesuaian
hanya akan dilakukan terhadap tagihan PIHAK KEDUA yang belum dibayar oleh PIHAK PERTAMA
dan diajukan setelah tersebut.

PASAL 5§

TATA CARA PEMBAYARAN
Pembayaran Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dilakukan 100% (seratus
persen) secara proporsional sesuai jumiah barang yang diserahterimakan, dibuktikan dengan Berita
Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA (dalam hal ini diwakili oleh
Pejabat PLM Division dan/atau PLO Division) dan PIHAK KEDUA
Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA melalui bank transfer ke rekening PIHAK KEDUA yang terdapat
di Kantor Cabang PIHAK PERTAMA bat-lambatnya dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja
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Pihak Pertama

1.

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM

Definisi, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, PARA

PIHAK sepakat mendefinisikan sebagai berikut :

1.1. Berita Acara Serah Terima Barang adalah dokumen yang menjelaskan bahwa PIHAK KEDUA
telah menyerahkan barang kepada PIHAK PERTAIIA dan PIHAK PERTAMA telah menerima
barang dimaksud dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Berita
Acara ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA (dalam hal ini diwakili oleh Pejabat PLM Division
dan/atau PLO Division) dan PIHAK KEDUA.

1.2. PLO Division adalah bagian unit kerja dari PIHAK PERTAMA dalam hal ini Procurement &
Logistic Operation Division Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1.3. PLM Division adalah bagian unit kerja dari PIHAK PERTAMA dalam hal ini Fixed Assets
Management & Procurement Policy Division Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk.

1.4. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk hari libur nasional.

1.5. Hari Kerja adalah hari Senin sampal dengan hari Jum'at yang tidak merupakan hari libur.

16 adalah yang oleh bank umum kecuali PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk atau oleh perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang
direkomendasikan PIHAK PERTAMA yang ian (surety bond)
dan di kepada p: i di luar r negen yang bonafid.

1.7. Franco adalah syarat - syarat penyerahan barang dalam rangka penetapan harga yang
menyatakan bahwa semua biaya pengeluaran mulai dari tempat PIHAK KEDUA sampai di
tempat yang ditetapkan PIHAK PERTAHA akan ditanggung seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.

1.8. Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah yang berisil detail dari persy dan
ruang ngkuppokeqaaangadaanHesdsetdanTelputAVAYAmMSCCDmsoon

1.9. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah dokumen No. 4300003398-PLO/IGP/PTT/02/2024 tanggal

15 Februari 2024 yang berisikan penugasan dan uraian singkat tentang Pengadaan Headset dan

Telp set AVAYA untuk SCC Division dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang telah

9 atau ditunjuk sebagai penyedia barang dan atau jasa

1.10. Podanjhn adaiah Surat Peqanpan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division,
berikut dengan perub atau

penambahannya
Judul-judul, pasal atau ayat yang mgunakan dalam perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan
referensi saja dan tidak peng dari yang

PASAL 2

Ruang Imgkup pekerjaan (selan)utnya disebut sebagai “Pekerjaan”) yang wajib dilakukan oleh PIHAK
KEDUA

1

o~

adalah sebagai berikut
Melaksanakan Pengadaan Headaet dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dengan rincian sebagai
berikut :

No | Detail Barang | Jumiah Barang
1 | Plantronics Poly Blackwire C5210 20 unt
2 | Plantronics HIS 250 unit
3 HW510 250 unit
4 | Avaya J167-1A + Power Adapter 5V 1600 Series Sk
IP Deskphone European Plug Level VI

Garansi perangkat Plantronics selama 2 (dua) tahun, Avaya + Adapter selama 1 (satu) tahun sejak
Berita Acara Serah Terima Barang dan Franco Jakarta.

Ruang lingkup pekerjaan lainnya sesuai Kerangak Acuan Kerja (KAK) dan Surat Permintaan
Penawaran Harga (SPPH) No. B.5262.e-PLO/IGP/PTT/11/2023 tanggal 28 November 2023.
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sejak seluruh yang i

dan benar. Dokumen pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :
2.1. Tagihan (invoice) resmi dari PIHAK KEDUA rangkap 3 (tiga) yang aslinya bermaterai cukup.
2.2. Menyerahkan e-Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) set.

2.3. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan.

24. Berita Acara yang dipersyaratkan pada ayat 1 (satu) pasal ini.

i oleh PIHAK KEDUA secara lengkap

2.5. SPK dan Perjanjian yang telah oleh PARA PIHAK.
26. Serifikat TKDN atau lembar Tingkat Dalam Negeri
(TKDN).

Tagihan harus dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Berita Acara Serah Terima Barang

yang telah ditandatangani PARA PIHAK, apabila melewati jangka waktu tersebut maka PIHAK KEDUA

akan dikenakan denda sebesar 2% (dua per mil) per hari dari jumiah/nilai yang ditagihkan dengan

maksimal 5% (lima persen) dari nilai yang ditagihkan.

Bulan tagihan (invoice) dan faktur pajak harus sama dengan bulan tagihan diterima oleh PIHAK

PERTAMA, maksimal tanggal 20 setiap bulannya.

Kecuali disepakati lain, setiap pembayaran yang diterima PIHAK KEDUA dikenakan Pajak Penghasilan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan
Pajak F PIHAK KEDUA dapat meminta bukti pemotongannya

kapada PIHAK PERTAMA.

Dokumen tagihan dikirimkan kepada Kantor Pusat PIHAK PERTAMA ditujukan ke Payment Service

Group, PLO Division yang beralamat di Gedung Menara BRILiaN Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kav. 64

No.177A Jakarta Selatan 12870.

Dalam melakukan , PIHAK PERTAMA menggunakan mata uang Rupiah.

Jika PIHAK KEDUA tidak memenuhl ketentuan ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini, PIHAK PERTAMA

tidak wajib melakukan pembayaran apapun kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
Untuk j j PIHAK KEDUA waijib Jaminan F
yang dikeluarkan oieh bank umum kecualu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau oleh
yang PIHAK PERTAMA yang mempunym program asuransi

keruglan (surety bond) dan di kepada p di luar negeri yang bonafid

sebesar 5% (lima persen) dari total nilai pekerjaan atau sebesar Rp107.508.495,- (seratus tujuh juta

mmmmnwmmmnmmmwmnmh)mmwmwmso

(sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal SPK yaitu tanggal 15 Februari 2024 dan dapat
PIHAK

P sesuai ) dan K PERTAMA.
han Jaminan F dengan ian SPK serta Sertifikat
TKDN atau lembar perhi Tingkat Dalam Negeri (TKDN)
ADMPWKPERTAHAMHWPMAKKEDUAWHMMMM
salah satu atau lebi yang telah dalam janjian ini, PIHAK PERTAMA
berhak i Jarmnan P tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.

Jaminan F i dalam pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sete|ah seluruh pekeqaan dl,de&ﬂlknn PIHAK KEDUA dengan

baik dan p yang dengan seluruh Berita Acara yang
dipersyaratkan dalam perjanjian oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
Untuk jami p j i dan barang dalam masa garansi,
PIHAK KEDUA waijib Jaminan f kapada PIHAK PERTAMA berupa jaminan

yang dikeluarkan oleh bank umum kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau oleh

yang di i PIHAK PERTAMA yang mempunyai program asuransi
kemglan (surety bond) dan i kepada pi asuransi di luar negeri yang bonafid
yaitu sebagai berikut :
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1.1. Nilai jaminan sebesar 5% (lima persen) dari total nilai perangkat Headset atau sebesar
Rp30.405.120,- (tiga puluh juta empat ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah) dengan
jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Serah Terima Barang dan dapat

dan PIHAK PERTAMA.

12. Nilai ;amman sebesar 5% (lima persen) dari total nilai perangkat Avaya atau sebesar
Rp77.103.375,- (tujuh puluh tujuh juta seratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
dengan;angkawamulm12(duabehs)buhnsqakhm9&l$emhhdﬂu8amngdandapat
4 sesuai dan PIHAK PERTAMA.

Apabila PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat melaksanakan

salah satu atau lebih yang telah dalam ini, PIHAK PERTAMA
gmhpk Jaminan F tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.
aminan P i

i dalam pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan selesai.

PASAL 8

Tanpa mengurangi hak-hak PIHAK PERTAMA lamnya. apah\la PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat

melaksanakan salah satu atau lebih

dalam F atau SPK, maka

PIHAK PERTAMA dapat mengirimkan surat wqum kapada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera
memenuhi kewajibannya.

PASAL 9

WANPRESTASI

Adaftanpa surat teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dianggap telah
melakukan wanprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal yang tersebut di
bawah ini :

1.1 Pemyataan atau jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian atau SPK atau

dokumen lain ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
1.2. Tanpa petsetu;uan tertulis dari PIHAK PERTAIIA secara langsung atau tidak langsung PIHAK
KEDUA ian atau seluruh kepada pihak ketiga.

1.3. PIHAK KEDUA lebih dari 30 (tiga puluh) hari kaiender
sejak jadwal dan atau peny yang
dalam Perjanjian atau SPK.
1.4. PIHAK KEDUA tidak dapat dan atau p il yang
men;ads kewajibannya setelah 30 (npa puluh) hari itung sejak diteri surat

15. P|HAK KEDUA terlambat atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian atau SPK.

Apabila PIHAK KEDUA wanprestasi atau Iala: maka tanpa mengurangl hak-hak PIHAK PERTAMA

lainnya untuk atau SPK atau perundang-

undangan yang berlaku, PIHAK PERTAMA bahak i mu atau SPK

secara sepihak dan seketika dengan cara i surat p sseara tertulis kepada

PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA i atau

pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA tidak dikenakan tanggung jawab atau beban

apapun.

Dalam hal PIHAK PERTAMA iri atau

disebabkan oleh adanya i i

mempunyai hak opsi untuk membatalkan sebagian atau seluruh

pihak lain juga untuk atau seluruh pekeqaan untuk menggantikan

PIHAK KEDUA.

Apabila dengan ponumukan pihak tersebut nilai pekerjaan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA

ji secara sepihak yang
dalam pasal Im PIHAK PERTAMA

lebih besar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,
PIHAK KEDUA waijib mnarwmg biaya Dalam hal ikian, paling lambat
14 (empat belas) hari kalender i tagihan biaya tersebut dari

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA waijih membayar tambahan biaya tersebut secara sekaligus ke
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PASAL 11

PIHAK KEDUA membebuskan PfHAK PERTAMA dari segala tuntutan perdata maupun pidana dari
pihak atas , dan lainnya yang atau
kesengajaan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan peqm}ian ini.

PIHAK PERTAMA membabnkan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan perdata maupun pidana dari
pihak atas dan lain-lai yang atau
WMKPERTAHAMMMKMWW 4

PASAL 12
JA

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pemyataan dan j ;amnan sebagai berikut :

10.

PIHAK KEDUA dalam y perjanji
memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA menjamin bahwa harga yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA adalah harga
terbaik yang dapat diberikan.

Sesuai dengan akta pendlnan dan ketentuan yang berlaku, pihak atau orang yang mewakili PIHAK

ini telah

KEDUA F atau SPK 9 gl PIHAK KEDUA kepada
pihak lain.
Dalam janji janiji yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, tidak ada pelanggaran
j atau jian yang dil PIHAK KEDUA yang dapat memberikan pengaruh yang
ikan pada Perjanjian atau SPK.

merugi

Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi mu yang masih harus
diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik atau SPK.
Pada saat Perjanjian atau SPK ditandatangani, anggaran dasar PIHAK KEDUA dan semua akta

adalah telah dan ditunjukk pada waktu pembuatan
kompana perjanjian ini. PIHAK KEDUA menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan
anggaran dasar PIHAK KEDUA.
Seluruh data dan i i yang telah dan akan diserahkan PIHAK KEDUA

kepada PIHAK PERTAMA adalah lengkap dan benar.

Sebagai rekanan, PIHAK KEDUA sudah memiliki kualifikasi yang disyaratkan PIHAK PERTAMA

sebagai berikut :

8.1. Memiliki perizinan dan legamas usaha lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

82. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengadaan
bamng atau jasa yang sesum deman Perjanjian atau SPK ini yang apabila diperlukan dapat

oleh PIHAK PERTAMA.

i SPK atau Perj:

8.3. Secara hukum i

84. Tidak dalam ilan, tidak
dan atau tidak sedang men,alam sanku pdana

8.5. Sebagai wajib pajak sudah yang terakhir.

8.6. Tidak membuat pemyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang
dimiliki.

PIHAK KEDUA bersedia untuk tunduk pada ketentuan PBI Nomor 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November

2007 tentang Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank berikut perubahannya dikemudian hari. Oleh

tidak sedang dihentikan

karenanya PIHAK KEDUA dengan ini tidak bila Bank atau auditor
intern/ekstern yang ditunjuk Bank i gi peny n jasa Tl yang
dlberlknn PIHAK KEDUA kepada Bank janjian ini, peny data

yang uehap kali dil dan lainnya yang harus
dipenuhi PIHAK KEDUA i Bank dalam PBI di

PIHAK KEDUA bersedia untuk tunduk pada ketentuan SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 Bab 9.22

poﬁhdsamaergguumyedaJasaﬂmﬁhmmmgzmrmalmlbonm

10.1. Jaminan tingkat pelayanan (SLA), bensl mengenai standar kinerja seperti tingkat pelayanan yang
diperjanjikan (service level) dan target kinerja

10.2. SLA tetap berlaku apabila terjadi pefubahan kepemilikan baik pada Bank maupun penyedia

jasa Tl
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rekening PIHAK PERTAMA yang akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis. Namun
jika biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk lain
tersebut lebih rendah/murah daripada biaya yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA tidak berhak atas selisih tersebut

PASAL 10

SANKSI DAN DENDA

Pembatalan sebagian atau seluruh pekerjaan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak

mengenakan sanksi sesuai dengan yang dipersyaratkan atau menuntut ganti rugi sebesar 5% (lima

persen) dari nilai pekerjaan dalam perjanjian ini.

Apabila PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya

yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengenakan salah satu

atau lebih sanksi dan atau denda sebagai berikut :

2.1. Mengenakan denda sebesar 2%. (dua permil) per hari untuk setiap kelalaian atau keterlambatan
sampai dengan maksimal 5% (lima persen) dihitung dari total Nilai Pekerjaan yang menjadi hak
PIHAK KEDUA. Denda j dihitung sejak tanggal berakhimya
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan perkerjaan tersebut selesai dikerjakan.

22. Menqenakan sanksi dan denda sesuai KAK.

23. Jaminan F Jaminan
24. Apabila denda telah mencapai 5% (lima pevsen) PIHAK PERTAMA berhak melakukan
pengakhiran perjanjian sepihak tanpa apapun PIHAK

PERTAMA atas pekerjaan yang belum dilakukan PIHAK KEDUA.
25. Menghemikan peqanjian secara sepmak dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal

286. Menqenakan sanksi atau ganti rugi hmnya terhadap perbuatan wanprestasi PIHAK KEDUA yang
kerugian pada PIHAK PERTAMA.
jil PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam

atau tidak
pasal Wanprestasi, cukup dibuktikan oleh PIHAK PERTAMA dengan lampaunya waktu penyelesaian
pekerjaan.
Apabila PIHAK PERTAMA sanksi berupa denda, deﬂda kateﬂambatan tersebut wajib
dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja i sejak
tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
Dalam hal denda diambil dari pemotongan Nilai Pekerjaan, PIHAK KEDUA dapat meminta tanda bukti
telah dilaksanakannya pemotongan.
Apabila terjadi kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, PIHAK PERTAMA
dapat mendebet lekenmg BRI PIHAK KEDUA dan atau sesuai
denda pada perj nilai yng(etmmpdthakPiHAKKEDUADengan
perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dlben kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pendebetan
dan atau p ke kas PIHAK PERTAMA. Kuasa kepada PIHAK
PERTAMA tersebut tidak dnpat dlbatalkan ditarik, atau dicabut kembali baik oleh ketentuan undang-
undang yang dapat kuasa tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun.
Apabila PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat-syarat
yang disepakati, dengan speuﬁluw teknis yang tulah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK
PERTAMA berhak
Ketentuan mengonm sankst dan denda dalam pasal ini bdak berlaku apabila keterlambatan atau tidak

rsebut Force Majeure dan atau bukan disebabkan

karena kMala&an PIHAK KEDUA
Bagi Penyedia barangl;asa yang terlibat KKN tifik
dalam suatu barang jau di PIHAK PERTAHA maka akan

diberikan sanksi dan/atau denda berupa Surat Larangan
Lingkungan PIHAK PERTAMA selama 36 (tiga puluh enam) bulan, Pencairan Jammcn dan
dimasukkan dalam Daftar Hitam PIHAK PERTAMA.

mmﬂjﬁ]ﬂﬂ e L I I

10.3. Kesediaan diaudit baik oleh internal Bank, Ototritas Jasa Keuangan danlatau p|hak esktern yang
ditunjuk oleh Bank maupun oleh Otoritas Jasa K: dan i untuk
hak akses, baik secara logic maupun fisik terdapat data yang

dikelola oleh penyedia jasa Tl.
104. Pihal_( penyedia jasa Tl harus memberikan dokumen teknis kepada Bank terkait dengan jasa yang
dikerjkan oleh penyedia jasa Tl antara lain alur proses Tl dan struktur Pangkalan Data

(Database).
105. F iran atau janj k dalam hal Otoritas Jasa Keuangan
i Bank peny jasa Tl i jangka waktu
peljanjian.
10.6. Standar

(escrow
. PIHAK KEDUA bersedia untuk tunduk pada ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 07 Juli

2022 temangPeml'npan a;emenRusAko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
berikut p hari. Oleh ya PIHAK KEDUA dengan ini tidak
kebamnmommasJuaKunnomamaudmrmbwmnmeMMKmAm
penyedia jasa Tl yang diberikan PIHAK KEDUA kepada

PIHAK PERTAMA janjian ini data dan i yang
setiap kali dan j Iamnya yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA
i Otoritas Jasa dalam OJK

PASAL 13

Seluruh jajaran PIHAK PERTAMA tidak dip i i kap.da PIHAK
KEDUA dalam bentuk apapun, yang terkait tidak g dengan perjanjian ini,
baik pada saat ini maupun yang akan datang, diluar blaya—bwaya pembayaran—punbuymn yang
secara jelas telah ditentukan dalam perjanjian ini. Apabila PIHAK PERTAMA terbukti bersalah, maka
akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEUA atau pegawainya (pefwakllan agen, atau afiliasi dari PIHAK KEDUA) dvlarnng untuk
dalam bentuk apapun kepoda

PERTAMA, ba|k yang berkaitan langsung maupun tidak g dengan

baik pada saat ini maupun saat yang akan dalang diluar mya-btaya atau pembayampembayavan
yang secara jelas telah ditentukan dalam perjanjian ini.

Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA kepada jajaran PIHAK

PERTAMA yang terkait langsung maupun tidak dengan Perjanj ini yang tidak
menurut syarat janji hukum yang berlaku,
maka PIHAK PERTAMA berhak melakuk ini.

ulang atas
PIHAK KEDUA men;amm bahwa penungukan ybs. sebagau peiaksana pekeqaan dan dalam
Good C

prinsip p
(GCG) dan bebas dari unsur Kolusi, Korupsl dan Nepotsme (KKN), dan segala bentuk
harga baik penggelembungan (mark up) maupun
mengurangl {mark down), proyek ﬁkm pemalsum identitas PlHAK KEDUA, dan barang/jasa di bawah
spesifik hari pelanggaran tersebut, maka

yang
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PlHAK KEDUA.
Sesual dengan Pnnsm Tah Kelola Perusahun yang baik (Good Corporate Govemance) serta dalam
(ISO 37001:2016) di lingkungan PIHAK
MA berkomitmen untuk tidak

PERTAMA dengan ini d:sampnkan bahwa seiuruh pekerja PIHAK PERTAI
gra i dalam bentuk apapun dari seluruh Penyedia Barang/Jasa.
Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun baik yang berkaitan langsung maupun tidak
langsung dengan perjanjian ini, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas
telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan
yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

prakroams [ | [¥THIR]E] poocconw LT T T 1] 8




Apabila di dalam ba

PASAL 14

PIHAK KEDUA menjamin bahwa selama jangka waktu perjanjian tidak ada atau tidak akan terjadi
benturan kepentingan apapun dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Apabila selama i i atau ditemui adanya benturan kepentingan,
PIHAK KEDUA wajib ‘memenuhi permintaan PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan benturan
kepentingan tersebut.

Apabila menurut PIHAK PERTAMA suatu benturan kepentingan akan sangat mempengaruhi
PeudmnmmmKKEDUAammadapmnmmmpekcﬂnn maka PIHAK
PERTAMA berhak segala dan atau ian atau SPK.

Jika adanya setelah PIHAK KE)UA menerima pembayaran-
pembayaran dari PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Imbalan Jasa
atau out of pocket maka seluruh tersebut waijib dikembalikan oleh
PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat
pemberitahuan mengenai hal tersebut dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 16
T

disediakan PIHAK KEDUA terkandung suatu hak atas kekayaan
bahwa :

yang
lmelektual (HAKI), maka PIHAK KEDUA dengan ini menjamin

2:
3.
4.

HAKI yang di dari segala bentuk pelanggaran hukum.

PIHAK PERTAMA akan dibebaskan dari segala gugatan dan atau tuntutan apapun dari pihak

manapun berkaitan dengan penggunakan HAKI dimaksud.

PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala kerugian, gugatan dan atau tuntutan

yang timbul dari penggunakan HAKI tersebut.

Apabila dalam penggunaan barang/jasa tersebut timbul tuntutan hukum berkaitan dengan penggunaan

HAKI maka :

4.1. Atas beban PIHAK KEDUA, penggunaan HAKI tersebut oleh PIHAK PERTAMA tetap dapat
diterusakan, dan

42. PIHAK KEDUA wajib mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI dimaksud tetap dapat
berlangsung.

PASAL 16

PIHAK KEDUA jami akan F atau Surat Penntah Karja sesuai dengan
standar kinerja tertinggi ya dengan dan e tanpa
r norma dan eﬂkn yang berlaku di dalam dan penuh
Seluruh Resources Tenaga Ahli atau personil yang dntugasknn oleh PIHAK KEDUA telah memenum
syarat sebagaimana dmakan PIHAK PERT berupa
dan il

Kecuali dif lain dalam uhuSwatPeﬂmahKujadamnMsanakanpekarjaan
HHAKKEDUAMWHHMMMMMMMKPERTAM&NM
yang lazim diperg g serta tidak dengan
danpemndang—mdmanyangbmaku

PASAL 17

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data

pengetahuan (know-how), dan informasi, baik yang tertulis maupun yang bdlk tertulis, baik yang diberi
tanda sebagai "rahasia” atau fidak diberi tanda, dan i i lain namun tidak
terbatas pada informasi yang betkahn dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau
timbul i Rahasia') adalah bersifat rahasia, serta harus pada setiap
saat menjaga kerahnmn dan mk boleh diberitahukan setiap dan seluruh Informasi Rahasia kepada

Pk Pocama Poacioss FLTTTT] s

6.2. Diketahui oleh Pihak Penerima tanggal i i tersebut
atau diperoleh secara sah oleh Pihak Penerima Informasi tersebut setelah tanggal/
tersebut dari suatu sumber yang Pihak F i tersebut
tidak terkait dengan Pihak Penerima Informasi dan yang sepanjang pengetahuan Pihak
Penerima informasi tidak diperoleh dengan melanggar dan tidak tunduk pada kewajiban

kerahasiaan apa pun.
PASAL 18
A DAN
Semua yang dihasil dari ini, baik yang berupa hardcopy (termasuk barang-
barang dan lcopy file dan disket) dan termasuk hak-hak yang melekat pada
tersebut, hak tanpa ada yang dikecualikan (‘Data dan

Dokumen”), menjadi hak milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan semua Data dan
Dokumen tersebut kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

Dengan ginga g lain yang berlaku, PIHAK KEDUA
iz untuk mengg: dan salinan atau fotocopy dari setiap Data dan Dokumen,
Laporan dan Deli istrasi

PIHAK KEDUA wajib nww‘balkan PIHAK PERTAMA, semua Data dan Dokumen yang
berasal dari PIHAK PERTAMA, baik yang dalam bentuk cetakan, elektronik maupun bentuk lainnya
paling lambat pada saat berakhirnya perjanjian ini atau pada waktu lain yang ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA.

PASAL 19

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau

dalam ini, yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau

keadaan diluar kendali dan kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, banjr,

pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic,

termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh
pemedmah (“Force Majeure”).

kamdmﬂkmw\mrsemndamaym1(sam)pm|wsdahmummkdapal

melaksanakan kewajibannya, maka pihak yal wajib i pihak yang lain
secara tertulis mengenai keadaan—keadaan mmbm dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah
terjadinya Force Majeure itu dengan surat resmi atau i i atau bukti lain

yang dikeluarkan atau diumumkan dari pejabat yang berwenang.
Jika batas waktu yang disebutkan dalam ayat 2 (dua) pasal ini terlampaui, maka PIHAK PERTAMA
berhak menolak pengajuan Force Majeure tersebut.

Pihak yang mengalami Force Majeure harus kembali ji sesuai dengan
perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Fomquoummnb«akNr

Keadaan Force Majeure yang ini baik

maupun tidak alasan untuk iran atau janjian akan tetapi

hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.
mmmummuwmmmmmmmumwhmwmgawumnanmm
PIHAK PERTAMA dapat menghentikan perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan
secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 20

PEMUTUSAN/ PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA berhak mengakhm perjanjian apabila HHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat
memenuhi salah satu atau lebih
Semua ongkos, biaya dan kerugian yang diderita PIHAK PERTAIIA akibat pengakhiran Surat
Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) pasal ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
Dalam hal perjanjian ini diakhiri sebagalmana ahud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka
iran tersebut tidak g g pihak yang belum diselesaikan

pengakhil
yang telah timbul sebelum Surat Perjanjian /ni berakhir.
procpoama [ | [$IATZ[E] pracnens FL T[T ] »

pihak ketiga atau siapa pun yang ﬁdak berkepenﬁngan dengan alasan apa pun, kecuali sebagaimana

PARA PIHAK dengan ini setu]u bahwa Informasi Rahasia merupakan mmk dari Pihak Pemben
Informasi. Tidak ada satu ketentuan pun dalam P jian ini yang
i atau dapat bahwa setiap Informasi Rahasia yang diberikan, d»kmmkan mu
diungkapkan oleh Pihak Pemberi Informasi addih bentuk dari psngalihan kepemilikan, hibah,
ian opsi, atau lisensi hak y atas i Rahasia.
Dengan diberi atau Rahasia oleh Pihak Pemberi Infom\asn. Pihak
Penerima Informasi wajib untuk melakukan hal-halsebagai berikut :
3.1. Tidak mempemunakan Informasi Rshm selain untuk janji
halma RahamymdmruolehﬁhakPermmlnfonnaﬂ

32 y
dapat i yang wajib ini dan
pemndang-undangan yang berfaku sehingga Pihak Penerima lnfom\asl harus menjaga
sesuai Perjanjian ini dan p

3.3. Tidak msmpérgunmn Informasi Rahama untuk melakukan uplya apa pun yang dapat
merugikan Pihak Pemberi Informasi dan tidak, dengan cara melawan hukum atau dengan cara
yang tidak etis, mempergunakan Informasi Rnhula untuk keuntungan dirinya sendiri, dan

pejabat, direktur, i karyawan, dan personil Penerima Informasi
Rahasia ("Personil”) atau pihak lain;
3.4. Memastikan bahwa seluruh Personil juga j i dari i Rahasia minimal

sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Pihak
Penerima Informasi tetap bertanggung jawab secara penuh terhadap Pihak Pemberi Informasi
atas pelanwam Perjanjian ini oleh setiap Personil;

35. langkah-langkah wajar yang perlu dilakukan oleh
Pihak Peneﬂma Informasi dan/atau Personil, untuk
36. Tidak i Rahasia kepada pihak ketiga kecuali sobdumya

telannmndmpenen»uanwmmsdan Pihak Pemberi Informasi;

3.7. Melepaskan Pihak Pemberi Informasi dari segala bentuk peﬂanguunquaban dan untuk itu
Pihak Penerima Informasi jawab atas i Rahasia
apabtla temlapat tuntutan qarm kerugian atas dllanggamya Informasi Rahasia sepanjang

Pihak Penerima Infonnasl dan/atau Personilnya;

3.8. Membuat agar se!uruh i Rahasia dan atatal
rekaman lain yang dibuat oleh Pihak Penerima i dari i Rahasia i dan
terpelihara dalam tempat penyimpanan yang layak dan aman serta terpisah dari dokumen-
dokumen dan catatan-catatan /rekaman-rekaman lain Pihak Penerima Informasi dan melindungi
setiap Informasi Rahasia dalam bentuk apa pun yang berada pada Pihak Penerima Informasi;
dan

3.9. Akan segera memberitahukan kepada Pihak Pemberi Informasi selambat -lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari Kerja sejak dif setiap yang
tidak berwenang dari Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima Informasc danlatxu Personil atau
setiap pelanggaran lain dari Perjanjian ini oleh Pihak Penenma Informasi dan/atau Personil, dan
akan melakukan semua upaya terbaik untuk i i atau i kepada Pihak
Pemberi Informasi, materi manapun yang memuat ‘Rahasia dan gambil langkah-
langkah yang diperiukan dengan biaya sendiri dalam

i dari penggunaan atau peng

nghdak
Pasal ini bedaku dan meng»kat
PARA PIHAK selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat meskipun
Perjanjian ini 'elah berakhir.

jan mindak g i Rahasia oleh PT Bank Rakyat
Indonesia (Parloro) Tbk sejaul tersebut dil dengan
PT Bank Rakyat Indonesia (Penem) Tbk yang berlaku.

Terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam Pasal ini, PARA PIHAK memahami bahwa informasi

sebagai berikut bukan merupakan Informasi Rahasia, yaitu informasi yang :

6.1. Merupakan atau menjadi informasi publik selain sebagai suatu akibat langsuna atau tidak
langsung dari pelanggaran oleh Pihak Penerima Informasi terhadap Pasal ini; atau

e I I I R

PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang—Undam Hukum Perdata
mengenai perlunya putusan hakim untuk atau

PASAL 21

Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia.

PARA PIHAK sepakal untuk i setiap yang timbul dengan
jian ini secara untuk i mufakat dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

Apabtla dengan cara dan dalam ayat 2 (dua) pasal nu

ak tercapai, maka PARA PIHAK sepakm untuk menyelesaikan perselisihan melalui
Pengsdxlan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 22

Kecuali ada tambahan alamat atau ditentukan lain dalam p ;_ j semua t- y atau
pemberitahuan antara PARA PIHAK dengan jian ini di secara tertulis
melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intem PARA PIHAK atau melalui faksimili
dan dialamatkan kepada sebagai berikut :
1.1. PIHAK PERTAMA

PT Bank Rakyat indonesia (Pomm) Tbk

& Logistic Of (PLO D

Gedung Menara BRILiaN Lantai 2 & 9

Jalan Gatot Subroto Kav.64 No.177A Jakarta Selatan 12870

Telp. (021) 80825000 ext. 5242

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fixed Assets M: &P Policy (PLM DI )

Gedung Menara BRILiaN Lantai 8

Jalan Gatot Subroto Kav.84 No.177A Jakarta Selatan 12870
1.2. PIHAK KEDUA

PT Abdi Jaya Integra

Sahid Sudirman Center Lantai 11

Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220

Telp. (021) 80631639

. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :

2.1. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat

atau,

2.2. Pada saat i i apabila dikiim melalui perusahaan ekspedisi atau
melalui kurir intern mlsme—masmg pthak dengan catatan suratpemberitahuan dimaksud
dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditanda-tangani PARA PIHAK atau
wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian

penerimaan surat.

23. Jika PARA PHAK bermaksud mengubah alamat di dalam ayat 1 (satu) pasal ini, PARA PIHAK
harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

PASAL 23

LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur d.alam jian ini maupun p yang periu
dilakukan terhadap peqamlan ini akan dlamr atas dasar PARA PIHAK yang
dalam F yang tak dengan

mmh vrese FLTTTT] =

perjanjian ini.




5 Semun Iampwan yang disebut dalam perjanjian ini dan atau surat-surat yang berhubungan dengan
satu dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Peqanpan ml hanya dibuat dalam Bahm Indonesia.

j PARA PIHAK wajib membaca dan memahami dengan

seksama setiap ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian ini. Sehubungan dengan hal tersebut,

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk m«wknﬂ gugnhn atau tuntutan

s

hukum apapun budssuhnpodaddhndakmnbm tidak memahami dan atau adanya
kesalahpahaman mengenai arti atau maksud isi perjanjian ini.
5. Apabila di dalam perjanjian ini terdapat antara yang satu dengan ketentuan yang

lain atau antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan
yang menguntungkan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA segera mungkin meminta keputusan PIHAK
PERTAMA mengenai ketentuan mana yang berlaku. Dalam hal terjadi hal demikian, dengan atau

tanpa permintaan dari PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA adalah satu- pT A bdl Jaya lﬂt‘ﬁ ra
satunya pihak yang berhak memutuskan ketentuan mana akan diberlakukan. Keputusan PIHAK
PERTAMA tersebut wajib disampaikan kepada PIHAK KEDUA secara tertufis.

PASAL 24
PENUTUP

1. Peqamlan ini mulai berfaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal diterbitkannya SPK
No. 30000339&PLO/IGPIPTTIO20024W15FW2024

masing-masing
3 th-wmcmmz(dm)ammmdm bem\deramukupm
mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA, sedang
mmmmmxm
Demiki: janjian ini dibuat dan di i oleh PARA PIHAK di bawah ini pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
X PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk £ PT ABDI JAYA INTEGRA
x .

V

SYAFRI RAKHMAT
DIVISION HEAD

rarware [TTTTT]  rosrasw (LTTTT]
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